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I • I 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A 

BUPATI ROTE NDAO, 

Menimbang : a. bahwa sesuai Arab dan Kebi jakan Umiim A P B D serta 
Strategi dan Prioritas A P B D , yc,n() telah disepakati 

•̂ -•̂  bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan 
* Penwakiian Rakyat Daerah pada tanggal 10 J a n u a l 2005 

. perlu menyusu i Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2005; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Angga'ran 2005 periu ditetapkan dencjan Peraturan 

' . . Oaerah. 

I 

Mengingat 1, Undang - Undang Nomor 64 T-ahun 1958 tentancj 
Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negcira Tanun 1958 

. Nomor 115. Tambahan Lembaran Neigara Nomor 1649) ; 
2, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Necjara Republik 
: Indonesia Tahun 1985 Nom^r 68, Tambahan Lembaran 

. L - N e g a r a Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
'.**, ; Undang - undang Nomor 12 Tahun ' '994 (Lembaran 

• Negara Republik IndonesiaTahun 19'J4 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

. ; - 3, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 centang Pajak 
j' Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Re^publik 
, . ;, ' • Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran 

' • Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
• Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lenibaran f-Jegara 

• Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ; 

• 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang B e a 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangui an (Lembaran 

. Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ); 



5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

• Korupsi, Kolusi Dan Nepotisms (Lenibaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ; 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 3 9 5 2 ) ; " / 
7. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang i 

Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ' 
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 1 8 4 ) ; 

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pem.bentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambaha r Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 3 8 9 ) ; 

9. Uiidang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
^Jegara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 

10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438) ; 

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 104 TahLin 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Ropublik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Republik Indone.'sia Tahun 2001 
Nomor' 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4165 ) ; 

12. F'eraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengeloiaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaeraF 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Ncmor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4 0 2 2 ) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'ahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 

RepubJik Indonesia 4024) ; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tata ; Cara Pertanggungjawaban K 3pa!a Daerah 
* (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

V Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; 

I 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tenlang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

17. Peraturan Pemerintah Ncmor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta l iun 2004 Tentang 
j . • Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
; Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) ; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan dan Pertanggungjawaban 
serta Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Pe laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 
2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah ; 

2 1 . Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Nomor 17 /DPRD/RN/2004 tentang Peraturan 
Tata Tertib Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Tahun 2005; 

22. Keputusan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Nomor 01 / I /DPRD/RN/2005 tentang 
Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005. 

Dengan Perse tu juan B e r s a m a 
D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O 

dan 
B U P A T I R O T E N D A O 

^ M E I V I U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO T E N T A N G 
A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A D A E R A H TAHUN 

• A N G G A R A N 2005 

P a s a l 1 

Anggaran Pendapatan dan Bel^n ja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas: 
1. Pendapatan i| j R p . 130.073.509.025,- i 
2. Belanja • | R p . 121.534.524.005,-

SurpIus/fDeftsit). R p . 8.538.985.020,-

3. Pembiayaan ; * : ' ; ; 
a. Pener imaan ! R p . 3.150.032.749,-
b. Pengeluaran • \. 11.689.017.769,-

Jumlah Pembiayaan ( R p . 8.538.985.020,-) 



Pasa l 2 

Uraian lebi'h lanjut 
dimaksud dalam P a 
terdiri da r i : 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 
3. Lampiran III. 

4. Lampiran IV 
5. Lampiran V 
6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 

Anggarai i Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana 
;al 1, tercantum daiam Lampiran Peraturan Daerah ini yang 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
Daftar Rekapitulasi A P B D Berdasarkan Bidang 
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; 
Daftar Jumiah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Pinjaman Daerah; 
D^ftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah. 

Pasa l 3 ' 

Lampiran - lampiran sebaga.mana dimaksud dalam pasa l 2 rnerupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasa l 4 ' i 

Sebagai landasan operasiona! pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasa l 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Disahkan di 
; p a d a 4 a Q ^ a l 

: B a ' a 
; 21 Pebruari 2005 

NDAO, 

W C H R I S J I A N N E H E M I A D I L L 

Diundangkan di B a ' a • 
pada tanggal 22 Pebruari 2005 
g l ^ T j E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO, 

v . 

PrsJfV lark l is D. W e j k i s ^ 
Pepnbina -Ut j ip^a^ud a 
NIP/J&10458 222 

L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO T A H U N 2005. 
NOMOR 001 S E R I A N O M O R 001 


